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ABSTRACT

This study aims to examine the culture of waqf among the
community in Pidie Regency and to explore the practice of
material wagf for mosque construction from the perspective
of Islamic law. The research employed a qualitative method
with a field study approach, where data were collected
through interviews and observations. The findings reveal
that wagf plays an important role as a social and economic
instrument in Pidie, with the community actively contributing
through productive and material waqf, especially for mosque
construction. Despite challenges regarding the legal status
of material waqf objects in Islamic law, the community
continues to participate actively. Movable waqgf assets,
including cash wagqf, are recognized for their greater
flexibility and significant social and economic benefits.
However, issues related to wagf management and the
competence of wagf trustees (nadzir) remain concerns that
need to be addressed through education and professional
management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji budaya wakaf di
kalangan masyarakat Kabupaten Pidie serta meneliti praktik
wakaf material untuk pembangunan masjid dari perspektif
hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah
kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan, di mana
data diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran
penting sebagai instrumen sosial dan ekonomi di Kabupaten
Pidie, dengan masyarakat aktif berkontribusi melalui wakaf
produktif dan material, khususnya untuk pembangunan
masjid. Meskipun ada tantangan terkait legalitas objek wakaf
material dalam hukum Islam, masyarakat tetap berpartisipasi
secara aktif. Wakaf benda bergerak, termasuk wakaf uang,
diakui memiliki fleksibilitas yang lebih besar dan manfaat
sosial ekonomi yang signifikan. Namun, pengelolaan wakaf
dan kompetensi nadzir masih menjadi kendala yang perlu
diatasi melalui edukasi dan profesionalisme.

PENDAHULUAN

Wakaf dalam sejarah Islam merupakan institusi yang sangat penting dan
memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama ini. Secara umum, wakaf dipahami
sebagai tindakan sukarela (tabarru’) untuk mendermakan sebagian kekayaan yang

Zul Azimi

97


mailto:zulazimi1978@gmail.com

Jurnal Tahgiga, Vol 15 No. 1, Tahun 2021
ISSN: 1978-4945

bersifat abadi dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam hal
ini, wakaf berbeda dari sedekah biasa karena objek wakaf harus berupa aset yang
tidak mudah habis pakai, seperti tanah, bangunan, atau pohon, yang dapat
digunakan untuk kepentingan umum (Qolbi et al., 2022; Septyaningdyah & Harefa,
2022).

Sejarah wakaf dapat ditelusuri hingga masa Rasulullah dan Khalifah Umar
bin Khattab, di mana salah satu wakaf pertama yang terkenal adalah kebun kurma
dan sumur yang diwakafkan oleh Umar untuk kesejahteraan umat Islam (Qolbi et
al., 2022). Ini menunjukkan bahwa wakaf telah menjadi bagian integral dari sistem
ekonomi Islam yang berorientasi pada kepentingan sosial dan kesejahteraan umat.
Dalam konteks hukum di Indonesia, wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41
Tahun 2004, yang menyatakan bahwa harta yang diwakafkan harus dimiliki dan
dikuasai secara sah oleh wakif (Muhazir, 2020).

Meskipun terdapat ketentuan yang jelas mengenai objek wakaf, praktik di
masyarakat sering kali menganggap benda-benda bergerak seperti semen dan batu
bata sebagai objek wakaf. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah benda-benda
tersebut dapat dikategorikan sebagai wakaf atau hanya dianggap sebagai bentuk
sedekah (Paksi et al., 2018). Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa
karakteristik wakaf tidak selalu terbatas pada barang yang tidak habis pakai,
mengingat ada individu yang mungkin hanya mampu memberikan kontribusi dalam
bentuk material yang lebih sederhana (Hidayat et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Laili Anjani menunjukkan adanya
perbedaan pandangan antara harta yang boleh diwakafkan menurut hukum Islam
dan hukum positif. Anjani menekankan pentingnya pemahaman yang tepat
mengenai objek wakaf dalam konteks masyarakat, karena hal ini dapat
memengaruhi persepsi tentang apa yang dapat dianggap sebagai wakaf (Muhazir,
2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mensosialisasikan prosedur
wakaf yang sesuai dengan hukum Islam agar masyarakat di Kabupaten Pidie dapat
memahami dan melaksanakan wakaf dengan benar, sehingga dapat memperoleh
pahala dari amal tersebut (Bakar & Gunardi, 2023).

Dengan demikian, wakaf bukan hanya sekadar tindakan filantropi, tetapi
juga merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat
Islam. Melalui pengelolaan wakaf yang tepat, kesejahteraan berkelanjutan bagi
masyarakat dapat diwujudkan (Ahyani & Muharir, 2021). Penelitian lebih lanjut
diperlukan untuk mengeksplorasi potensi wakaf dalam konteks modern dan untuk
memberdayakan masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif yang lebih luas
(Nadyan & Rahmi, 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui budaya wakaf di
kalangan masyarakat Kabupaten Pidie dan meneliti praktik wakaf material dalam
pembangunan masjid di daerah tersebut dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini
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diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pengembangan
budaya wakaf serta mengevaluasi kesesuaian praktik wakaf material dengan
prinsip-prinsip hukum Islam.

LANDASAN TEORITIS

Wakaf, dalam perspektif syari‘at, merupakan tindakan menahan harta pokok
dan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan Allah SWT. Hal ini menunjukkan
bahwa wakaf bukan sekadar amal sosial, melainkan juga merupakan instrumen
ekonomi sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam. Wakaf berperan penting dalam
pengembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, karena dapat
mendukung berbagai persoalan vital dalam kehidupan sehari-hari (Hidayat et al.,
2022; Makhrus et al., 2021; Fuadi, 2018). Dengan demikian, wakaf dapat dianggap
sebagai salah satu solusi untuk mengatasi problematika kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan umat (Kholifah, 2024).

Budaya wakaf material, yang mencakup wakaf berupa barang-barang
seperti semen, pasir, batu, dan material bangunan lainnya, menunjukkan bahwa
wakaf tidak terbatas pada harta tetap seperti tanah dan bangunan. Konsep ini
memberikan ruang bagi individu yang mungkin tidak memiliki aset tetap untuk
berkontribusi dalam pembangunan sosial melalui wakaf (Ahyani & Muharir, 2021,
Redi, 2022). Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun wakaf material dapat
berkontribusi pada pembangunan, ada perdebatan mengenai apakah benda-benda
tersebut memenuhi syarat sebagai objek wakaf yang sah menurut hukum Islam
(Abdullah, 2018).

Hukum Islam, sebagai seperangkat peraturan yang berlandaskan wahyu
Allah dan Sunnah Rasulullah, mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk
wakaf. Menurut Fathurrahman Djamil, hukum Islam mengikat semua umat Muslim
dan memberikan pedoman dalam beramal, termasuk dalam hal wakaf (Ahyani &
Mubharir, 2021). Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf di Indonesia juga memberikan landasan hukum yang jelas mengenai
pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf, yang diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf sebagai instrumen sosial dan
ekonomi (Makhrus et al., 2021; Muntaqo, 2015).

Dengan demikian, wakaf bukan hanya sekadar tindakan filantropi, tetapi
juga merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang dapat memberikan
manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus
mengedukasi masyarakat mengenai prosedur dan manfaat wakaf, serta mendorong
partisipasi dalam pengembangan wakaf produktif yang lebih luas (Makhrus et al.,
2021; Said & Amiruddin, 2019).
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif,
bertujuan untuk menggambarkan keadaan subjek atau objek saat ini berdasarkan
fakta yang tampak (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018; Watini, 2019; Hendra,
Nufiar, and Mariana 2024; Mariana and Liza 2024). Pendekatan yang diterapkan
adalah kualitatif, yang cocok untuk menggali pemahaman mendalam tentang subjek
yang diteliti (Najihah et al., 2022; Mariana et al. 2024).

Teknik pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan data yang
valid dan reliabel (Pabate & Fallo, 2019; Zhul, Mariana, and Armia 2024).
Penelitian ini menggunakan metode Field Research (Penelitian Lapangan), di mana
penulis terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data, memberikan hasil yang
lebih representatif (Najihah et al., 2022; Mutmainah, 2023). Metode ini
memungkinkan observasi langsung dan interaksi dengan subjek penelitian,
sehingga data yang diperoleh lebih kontekstual (Kalaamiyah, 2023; Mariana and
Safrijal 2024; Wahyudi and Mariana 2024).

Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang
diteliti dan kontribusi terhadap pemahaman objek penelitian dalam konteks yang
lebih luas (Najihah et al., 2022; Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Budaya Wakaf Material di Kalangan Masyarakat Kabupaten Pidie

Budaya wakaf material di kalangan masyarakat Kabupaten Pidie
menunjukkan perkembangan yang signifikan, di mana masyarakat aktif
berkontribusi melalui wakaf, baik produktif maupun material. Wakaf produktif di
sini biasanya berupa tanah pertanian, perkebunan, atau gedung komersial yang
hasilnya digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan, sosial, dan
kemasyarakatan (Fitri & Wilantoro, 2018). Nadzir Masjid Al-Hijrah Gampong
Unoe menyatakan bahwa wakaf telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat
Pidie, dilakukan secara sukarela oleh individu yang mampu.

Wawancara dengan masyarakat setempat menunjukkan bahwa praktik
wakaf, terutama dalam bentuk wakaf material, seperti penyediaan semen, batu bata,
dan keramik untuk pembangunan masjid, mencerminkan semangat gotong royong
dan pengharapan pahala di akhirat. Wakaf ini dikelola oleh nadzir masjid dan
mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam memperbaiki fasilitas keagamaan.
Selain itu, masyarakat juga melakukan penggalangan dana melalui usaha ekonomi
dan kegiatan sukarela, menjadikan wakaf sebagai bagian penting dari kehidupan
sosial.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam praktik wakaf material,
terutama terkait jenis barang yang diwakafkan. Banyak masyarakat yang
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mewakafkan barang habis pakai, seperti semen atau bahan bangunan lainnya. Ini
menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan barang-barang tersebut sebagai objek
wakaf menurut hukum Islam, yang idealnya harus berupa benda yang tidak habis
pakai. Meski demikian, kontribusi berupa barang habis pakai tetap dianggap
berharga.

Selain wakaf material, peran wakaf uang juga semakin penting sebagai
mekanisme redistribusi ekonomi. Pemerintah memiliki peran besar dalam
mengelola wakaf, baik dengan menyerahkan lahan nganggur sebagai wakaf
ataupun dengan mengelola wakaf uang untuk disalurkan kepada yang
membutuhkan. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan sistem wakaf yang kuat
melalui pembinaan, pengawasan, dan pencatatan yang baik (Rohmaningtyas, 2022;
Ratnasari et al., 2021).

Beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk berwakaf termasuk
sikap individu, pengetahuan, keimanan, dan kesadaran akan pentingnya wakaf.
Persepsi ini terbentuk melalui pengalaman dan proses belajar individu (Sukardi,
2021; Febriana et al., 2023). Prosedur wakaf di masjid-masjid Kabupaten Pidie
mengikuti syariat Islam, di mana waqif menyerahkan harta wakafnya kepada nadzir
untuk dikelola secara efektif.

Secara keseluruhan, wakaf di Kabupaten Pidie, termasuk wakaf material,
tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan
ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Edukasi mengenai
prosedur dan manfaat wakaf serta dorongan untuk memperluas partisipasi
masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif sangatlah penting (Khosim &
Busro, 2020; Nurrahmah, 2023).

Praktik Wakaf Material dalam Pembangunan Masjid di Daerah Tersebut dari
Perspektif Hukum Islam

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang
tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi juga
mencakup benda bergerak seperti kendaraan, uang, logam mulia, dan surat
berharga. Benda bergerak ini memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk dikelola
sesuai syariat, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi umat Islam dan
fasilitas umum, seperti pembiayaan pernikahan pasangan miskin atau membantu
pekerja di bidang berisiko (Quddus et al., 2022).

Wakaf uang, sebagai salah satu bentuk wakaf yang semakin populer,
memiliki beberapa keunggulan. Pertama, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat
tukar tetapi juga sebagai komoditas yang bisa menghasilkan keuntungan. Kedua,
wakaf uang memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan wakaf benda tidak
bergerak. Ketiga, wakaf uang dapat dilakukan tanpa batasan geografis, dan
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keempat, jika dikelola secara profesional, wakaf uang dapat menjadi model
mobilisasi dana abadi umat (Aryana, 2022; Listiawati, 2018).

Dalam tinjauan hukum Islam, praktik wakaf material untuk pembangunan
masjid di Kabupaten Pidie diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat syariat.
Benda bergerak yang diwakafkan, seperti uang dan surat berharga, dapat dikelola
secara optimal untuk kepentingan umat dan fasilitas umum. Undang-Undang No.
41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia juga mengakui wakaf produktif dan
wakaf tunai sebagai langkah maju dalam pemahaman figih Islam. Ini menunjukkan
bahwa benda habis pakai seperti uang dapat dikelola dengan sistem modern untuk
menjaga kelestarian harta pokok wakaf (Paujiah, 2023; Rachmandhani, 2022).

Meskipun wakaf tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur’an dan Hadis,
hukum-hukum wakaf banyak ditetapkan melalui ijtihad, yang memungkinkan
adanya penafsiran baru sesuai perkembangan zaman. Ini menjadikan wakaf sebagai
instrumen yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Huda
et al., 2020). Namun, tantangan dalam praktik wakaf tetap ada, seperti risiko
penyalahgunaan oleh nadzir yang mengelola dana atau barang wakaf, yang dapat
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf (Budiman, 2011).

Dalam praktik masyarakat di Kabupaten Pidie, unsur-unsur wakaf seperti
benda wakaf, wagqif, dan nadzir harus dipenuhi. Wakaf uang, sebagai bentuk wakaf
bergerak, merupakan solusi bagi individu yang tidak memiliki aset tidak bergerak
tetapi memiliki dana untuk diwakafkan. Beberapa ketentuan penting dalam wakaf
uang adalah bahwa penggunaannya harus sesuai dengan syariat, dan nilai pokoknya
harus tetap terjaga (Hasan & Rajafi, 2018).

Manfaat wakaf material untuk pembangunan masjid di Kecamatan
Glumpang Baro termasuk variasi nominal uang yang dapat diwakafkan,
pemberdayaan aset wakaf yang belum produktif, serta peningkatan kemandirian
umat Islam dalam mengembangkan syiar dan dakwah (Aziz, 2017). Pengelolaan
dan pengembangan tanah wakaf oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten
Pidie sangat penting untuk memaksimalkan potensi wakaf sebagai sumber
pendanaan bagi peradaban umat (Rakhmat, 2022).

Meskipun pengelolaan wakaf produktif telah menunjukkan kemajuan,
masih banyak praktik wakaf yang bersifat konsumtif. Hal ini disebabkan oleh
kurangnya pengetahuan wakif dan nadzir mengenai pengelolaan wakaf yang
efektif. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia perlu meningkatkan sosialisasi dan
pendampingan kepada nadzir agar dapat mengelola dan mengembangkan wakaf
secara profesional (Hasim et al., 2016). Pemilihan nadzir yang kompeten juga
sangat penting agar wakaf dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang
maksimal (Khosim & Busro, 2020).
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KESIMPULAN

1. Wakaf di Kabupaten Pidie memiliki peran penting sebagai instrumen sosial
dan ekonomi, dengan masyarakat berkontribusi melalui wakaf produktif dan
material, Khususnya untuk pembangunan masjid. Meskipun terdapat tantangan
terkait legalitas objek wakaf material menurut hukum Islam, masyarakat tetap
berpartisipasi aktif dalam wakaf. Dengan peran pemerintah dan edukasi yang
tepat, wakaf dapat terus berkembang dan berkontribusi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

2. Praktik wakaf material untuk pembangunan masjid di Kabupaten Pidie
diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan syariat. Wakaf benda
bergerak, termasuk wakaf uang, memiliki fleksibilitas yang lebih besar dan
dapat memberikan manfaat sosial serta ekonomi yang signifikan. Namun,
tantangan terkait pengelolaan dan pemilihan nadzir yang kompeten masih
menjadi perhatian. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif
dan pengelolaan wakaf yang profesional untuk memaksimalkan potensi wakaf
dalam mendukung kesejahteraan umat.
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